
BUPATI TABALPNG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaks4nakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor E Tahun 1965 tentangPembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O03Nomor4T,Tatrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4286);

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan
Negara (Lembaran Negana Republik Indonesia Tahun 2OA4
Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
126,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38);

Undang - Undang Nonror 28 Tahun 2OA9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
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Undang Undang Nomor 12 Tahun 201,1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang * undangan (Lemba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1L Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala
Daerale (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor zLA, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah ciengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ot2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l-ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol2 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576\ sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
L L0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi.a Nomor a578|;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambah Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor a585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor
25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6tal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OAT bntang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOT Nomor19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2AlA tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52191;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran" Negara Republik Indonesia
Nomor 5272\;

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia
Nomor 60a1);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zAfi Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
z0tl Nomor 310);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2074
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
naeiah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun zOlL
Nomor a50); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun z}rc tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
20L4tentang Pedoman Femberian Hibah dan Bantuan yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik xndonesia Tahun 2at6 Nomor 5a1);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol7
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahran Z}fi Nomor 825);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2AAg tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2oo5-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09,
Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor AZ Tahun
2O1O tentang Pokok-pokok Pengel<llaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor O1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor O2 );

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomot A2 Tahun
2Ol3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2At4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2Ot5-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OL4 Nomor 18);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2AL6 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor O2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Norrror 13 Tahun
Z}fi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lemharan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun z$fi Nomor 13);



-5-

MEMUTUSKAN:

MenetapKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

f. Belanja Bagt Hasil

g. Belanja BantuanKeuangan

h. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak la.ngsung

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang danJasa

c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplusl{Delisit}

d. Pembiayaan Daerah

L. Penerimaan

2. Pengeluaran

3. Jumlah Biaya Netto

Rp. 1.39 1. 185.295.000,OO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 166.268.A05.000,00

Rp. 9B2.168.025.OO0,00

Rp. 242.749.265.000,00

508.018.272.7AA,OO

0,00

O,0O

64.2L1.586.050,00

13.081.616.800,00

5.974.000,OOO,00

L85.947 .313.700,00

5.A62.827 .750,A4

782.295.617.000,00

80.O12.444.530,O0

293.509.71 1.819,95

339.853.926.650,05

Rp. 713.376.083.000,00

Rp. 1.495 .67 L.7AA.OOO,0O

(Rp. 104.486.405.000,00)

LO4.486.405.000,00

0,00

104.486.405.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Rp. O,0O



Ringkasan Penjabaran
tiimahsud daiam Fasai
yang trdak terpisahkan

Pasal .?

,Geryabaran ,4::ggaren pei{apatan e1a-n Belar:rja Daerah sebagaimana dimaksud

daiam pasal l dirinci iebih ian;uf dahm Lampiran II dan merupakan ba-gian yang

fiak terpisahkan d.ari Peraturan Bupati ini'

Pasal 4

pelaksanaan pen;a6a"ran Anggaran Pendapatan dan tselaqta Daerah yang

ditetapkan dalam perat*ran n"i"ti ini ditua:agka* le-Lrikr ranjut daiarn Dokumen

pelaksanr.r, arrsg** Satuan fr;i" Perang$at paerah sesuai dengan ketentuan

peru n<lang- u ;:r3 angan'

Pasal 5

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanEgai diundangkan'

Agar setiap o,raglg mengetahuin3ra, rneaerjntahkan pengundallgall Feraturan

Bupati ini dengan penernpai.arroy* J"U* Berita Daerah Kabupateri Ta'i:along'

Ditetapkan di Tanjung
Fada r-acggai i3 lle*ember 3SL?

.b-

Pasal 2

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah sebagaimana

i tercantum daiar:r Latnpirari I <lan meru'paka-n bagia;'r

dari Peraturan BuPati ini'

qvA r.r-{F I ANI
valltli

Diundangkaa di Tanjung
Parla tanggal i3 Desember 2Si?

DAERAH KABUPATEN TABALONG,

THALIB SANGADJI

I1}IIRTTA DAERAH KABUPATEN TABALONG'TAHUN 2017 NOMOR 43


